
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN2O24

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya curah hujan
dengan intensitas tinggi, telah berdampak terjadinya
bencana alam tanah longsor di beberapa titik di
wilayah kabupaten Intan Jaya yang telah
menimbulkan kerugian/kerusakan jalan, jembatan,
rumah masyarakat dan lahan pertanian serta binatang
peliharaan/harta benda lainnya, perlu penanganan
tanggap darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana
Alam Tanah Longsor di Kabupaten Intan Jaya Provinsi
Papua Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undalg Nomor 72 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2eo7l;

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun
2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
47231:.
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungal
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2OO8
Nomor 42, Tarnbal;.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a2al;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta}:lun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a829\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 lentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaal Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202 1 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 673O);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentatg
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
t78tl;

Surat Pengantar Dinas Kebakaran dan Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja,
Nomor : 000.5.3.1/42.1IDI<P-PB-SATPOL PP tanggal 7
Februari 2O24 perr}:.al: Permohonan SK. Tanggap Darurat
Bencana di Kabupaten Intan Jaya.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STATUS TANGGAP
DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA
TENGAH.

Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Tanah
Longsor mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 21
Februari 2024.

Keadaan Status Tanggap Darurat Penanganan
Bencana Alarn Tanale Longsor sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai
dengan kondisi penanganan bencana.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Menugaskan Dinas Kebakaran dan Penyetamatan,
Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Papua Tengah dan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten lntan
Java untuk mengambil Langkah-langkah dan tindakan
yang dipandang perlu dalam rangka penanganall
penanggulangan bencana alam tanah longsor.

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Februari 2O24

q. GT.IBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
uai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

AH PE'I

972to2
F LALI.O, SH
02003122006

Saiinart trrsan ini disamnaikan ela Y fh
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepcla BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masinS yang bersangku tan.
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